BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pendaftaran merek merupakan hal yang sangat penting dalam rangka
memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas merek.
Implementasi Sistem First to File dalam pendaftaran merek dagang di
Indonesia memang lebih menjamin adanya kepastian hukum karena
pendaftar merek diberikan sebuah sertifikat sebagai tanda bukti pendaftaran
dan hak atas merek, sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama dari
merek tersebut yang dapat diajukan sebagai bukti otentik dalam
pemeriksaan pengadilan. Namun, sistem first to file juga membuka peluang
adanya pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak yang bukan pemilik
sebenarnya. Hal inilah yang dirasa masih belum efektif sehingga dapat
disebut sebagai kelemahan dari penerapan sistem first to file.

2. Penyelesaian hukum sengketa merek yang memiliki persamaan pada
pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar dapat digugat atas
pelanggaran merek secara perdata di Pengadilan Niaga. Dengan demikian,
pemilik merek terdaftar berhak mengajukan gugatan pembatalan merek
terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Hal ini
merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada

pemilik merek tedaftar (pendaftar merek yang pertama).
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B. Saran

1. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar dalam melakukan
pemeriksaan substantif, pemeriksa merek dapat lebih berhati-hati dan
meneliti dalam memeriksa permohonannya pendaftaran merek supaya tidak
terjadi kasus seperti ini kedepannya. Karena hal ini dapat memberikan
perlindungan yang tidak jelas bagi pemilik merek.

2. Bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memutus suatu perkara agar lebih
teliti dan diperhatikan ketentuan bagaimana suatu kriteria merek terkenal,
permohonan pendaftarannya merek, merek yang memiliki persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya. Harus memeriksa seluruh fakta hukum
mengenai ketentuan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang
Merek dan Indikasi Geografis agar Majelis Hakim bisa memeriksa
ketentuan sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan dapat melahirkan

interpretasi hukum yang jelas dan tepat sesuai dengan keadilan.
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